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ABSTRAK 

 

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG 

PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTIM PERADILAN PIDANA 

 

JEPRIANDA 

 

 Yang   menjadi   permasalahan   dalam   skripsi   ini  adalah   sebagai 

berikut : 
 

1. Apakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana dibidang pendidikan ?  

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan 

berdasarkan sistim peradilan pidana? 
 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan persekusi dan kedudukan 

tindak pidana persekusi dalam hukum pidana, maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh 

karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. 
 

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan 

dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 
 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi 

(Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan. 
 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan 

Sistim Peradilan Pidana disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Rendahnya 

bentuk pemahaman tentang kekerasan, Ketidakmampuan guru dalam 

menangkap dampak dari setiap kekerasan yang dilakukan bagi anak, 

Kurangnya pengawasan dan lemahnya kemampuan manajerial kepala sekolah, 

termasuk dalam melakukan pembimbingan dan evaluasi terhadap guru-guru di 

sekolahnya.  

2. Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan 

Sistim Peradilan Pidana (SPP) yang dilakukan guru dalam melaksanakan 

tugasnya, terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut meliputi perihal: 

penganiayaan, yakni Pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP, Pasal 80 Undang 

undang 23 Tahun 2002, perampasan kemerdekaan, yakni Pasal 333 dan 334 

KUHP, penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni Pasal 310 ayat (1) dan 

315 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, yakni Pasal 335 KUHP, dan 

pelecehan seksual, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan 294 KUHP, Pasal 81 

ayat (1) dan 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana dibidang Pendidikan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang.  

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus 

ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik lndonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk 

suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

melalui pendidikan.  

Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 diartikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya tujuan  

nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV 

yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana dikatakan          

Driyarkara bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, atau 

membantu proses hominisasi dan humanisasi yang artinya membantu orang 

muda untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai 

tinggi.2 

Dalam hubungan dengan tujuan pendidikan fenomena yang terjadi 

dalam dunia pendidikan saat ini merupakan suatu keprihatinan yang 

mendalam. Maraknya tindak pidana di dunia pendidikan menimbulkan 

keprihatinan bagi para pelaku pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat 

dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana 

pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran 

guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.  

Secara legal formal yang dimaksudkan guru adalah siapa yang 

memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun swasta 

untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu ia memiliki hak dan kewajiban 

                                                 
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003, Hal.44 
2 Anonim, Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia, Educatio, Jakarta, 1996, Hal. 3 
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untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan 

sekolah.3 Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa :  “guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”.  Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :  “tugas utama 

seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan 

pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan 

tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat”. 

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan 

seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di 

beberapa sekolah terjadi tindak pidana pendidikan. Adapun contoh dari tindak 

pidana di bidang pendidikan anatar lain :  

1. Penggencetan yang dilakukan pengajar kepada siswanya.  

2. Penekanan tertentu dari pengajar kepada siswanya agar siswanya itu 

memenuhi kemauan pengajar.  

3. Perlakuan-perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh 

pengajar terhadap siswanya.  

4. Pelaksanaan pengajaran dengan memberi isi dan metode yang bermutu 

rendah yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi siswa.  

                                                 
3 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, Hikayat, Yogyakarta 2006, Hal. 11 
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5. Pencurian, pemalsuan atau pembajakan karya ilmiah orang lain dalam 

bentuk apapun, baik seluruhnya maupun sebagian.  

6. Penipuan atau pengakuan palsu dari seseorang mengenai jabatan dan / atau 

hasil karya tertentu (yang sebenamya tidak ada) dengan maksud agar di 

percaya orang lain sehingga dapat memperoleh sesuatu yang sebenarnya 

bukan haknya.  

7. Pencemaran nama baik dan wibawa suatu lembaga pendidikan formal 

melalui berbagai perbuatan tidak layak, yang dilakukan dengan melibatkan 

orang dalam lembaga itu.  

8. Berbagai macam pembocoran rahasia yang merusak obyektivitas nilai 

serta mutu pendidikan dan pengajaran, misalnya pembocoran soal ujian.  

9. Penyalahgunaan jabatan yang dalam bentuk dan manifestasinya merugikan 

kepentingan umum dan merusak kewibawaan lembaga pendidikan yang 

bersangkutan.4  

Tindak pidana dibidang pendidikan sangat bertentangan dengan Pasal 

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional,yang berbunyi :  

“fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

                                                 
4 http//prasko17.blogspot.com/2012/07/contoh-tindak-pidana-pendidikan.html, 

diakses tanggal 19 November 2019  
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”.  

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-

undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai 

pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan namun pada kenyataannya, 

masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai 

bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan 

tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Mengingat pendidikan 

merupakan salah satu instrumen pokok bagi sustainable development 

(pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat 

penyimpangan terhadap dunia pendidikan dalam hal ini adalah bentuk 

kekerasan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan 

sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup 

signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi 

atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat 

merusak citra Pendidikan Nasional.  

Sehubungan dengan gambaran secara umum tersebut di atas, penulis 

tertarik untuk meneliti tindak pidana kekerasan khususnya tindak pidana yang 

dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya, mengingat semakin banyaknya 

korban-korban kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh guru 

terhadap anak didiknya, dan penulis menuangkan dalam skripsi dengan judul: 

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG 

PENDIDIKAN BERDASARKAN SISTIM PERADILAN PIDANA.” 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

3. Apakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana dibidang pendidikan ?  

4. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan 

berdasarkan sistim peradilan pidana? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan. 

Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan, agar pembahas 

tidak menyimpang dari perrnasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup 

penelitian harus dibatasi yaitu di titik beratkan pada masalah yang dibahas 

yaitu mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana dibidang pendidikan 

dan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan berdasarkan 

sistim peradilan pidana,, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung 

pula hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.  

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

permasalahan yang dibahas yaitu mengenai faktor-faktor terjadinya tindak 

pidana dibidang pendidikan dan upaya penanggulangan tindak pidana di 

bidang pendidikan berdasarkan sistim peradilan pidana, sekaligus untuk 

melengkapi pengetahuan teoritis yang telah didapat selama studI di perguruan 

tinggi ini. Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan 
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informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang 

dipersembahkan kepada almamater. 

 

D. Metode Penelitian.  

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian 

terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang 

bersifat penjelajahan (eksploratoris), karena tidak bermaksud menguji 

hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan 

(library research) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan 

cara meneliti: 

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, antara lain : 

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP).  

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional  

d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

e. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
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2.  Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, 

buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media 

online, kamus-kamus. 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 

tujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang 

bersifat  “deskriptif analisis”, yaitu menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dengan menghubungkannya data yang satu dengan data lainnya 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 

 

E. Kerangka Konseptual. 

 Penanggulangan : Menurut  Barda Nawawie Arief adalah segala daya 

upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan 

ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan 

dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang ada. 

 Tindak Pidana : Menurut Kanter dan Sianturi adalah suatu tindakan pada 

tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan 

kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
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 Pendidikan : Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

 Sistim Peradilan Pidana :Menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistim 

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. 

 

F. Sistematika Penulisan. 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisikan penjelasan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup dan tujuan, Metode Penelitian, Kerangka 

Konseptual dan Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan Pengertian Penanggulangan, Pengertian dan Unsur 

Tindak Pidana, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana,   

Tinjauan Umum Dibidang Pendidikan . 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Berisikan tentang Faktor Terjadinya Tindak Pidana Dibidang 

Pendidikan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Dibidang 

Pendidikan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. 

BAB IV : PENUTUP 

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran 
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